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Ringkasan

Penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksarragram-program
Ekonomi dalam Program Nasional Pemberdayaan Masaiaf@NPM) Mandiri
Perkotaan dan untuk mengetahui kendala yang diha@dgam melaksanakan
Program-program Ekonomi pada PNPM Mandiri PerkotaanKelurahan
Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota, Kota Sadtarin

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis enelyang bersifat
deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yadigerlukan dikumpulkan
melalui penelitian perpustakaan dan penelitian rigpa melalui observasi
langsung di lapangan, dan wawancara dengan inforsesia dokumentasi.
Adapun penentuan informan adalah menggun&kmposive Sampling.

Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahpglaksanaan
PNPM Mandiri Perkotaan dari aspek ekonomi di Kédlara Karang Mumus,
mencakup Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dingidespek ekonomi,
Tahapan-tahapan dibidang Aspek Ekonomi dalam prédegaman Dana
Bergulir dan Kegiatan Ekonomi Produktif, Tingkat rifapasi Masyarakat
dalam mengikuti Kegiatan Ekonomi Bergulir dan KeéegimaEkonomi Produktif
sudah cukup baik walaupun didalam proses pembesdayaasih terdapat
faktor penghambat yaitu adanya sebagian KSM yamigmbat dan tidak
mengembalikan dana bergulir mengakibatkan danauliergenjadi terhambat
dan macet, hal tersebut membuat pelaksanaan praggam bergulir menjadi
kurang efektif. Adapun hambatan lain yang dihadgpitu pada kegiatan
ekonomi produktif masih ada sebagian KSM yang titakberpartisipasi.

Kata Kunci : Pelaksanaan PNPM MP, Aspek Ekonomi, Kelurahan Karang
Mumus.

®Mahasiswa Program Srudi Administrasi Negara, Fakulimu Sosial Dan Iimu
Politik, Universitas Mulawarman. Emaihurhayatun@yahoo.co.id




Pelaksanaan PNPM-Mandiri Perkotaan dari Aspek Ekonomi (Nurhayatun)

Pendahuluan

Pendekatan pemberdayaan masyarakat selama ini tetatyak
diupayakan melalui beberapa pembangunan sektorgbumaregional. Namun
karena dilakukan cenderung parsial dan tidak benjafan, efektifitasnya
terutama untuk penanggulangan kemiskinan dipandassgh belum optimal.
Maka mencermati dari situasi sosial tersebut pert@rimengeluarkan rencana
melalui kebijaksanaan publik yang berorientasi kKlepanasyarakat, yaitu
pemerintah membuat Program Nasional Pemberdayaayavékat (PNPM)
Mandiri. Melalui program tersebut, diharapkan pgilaannya dapat tercipta
kemandirian dan kesejahteraan  masyarakat dalam pkahnggulangan
kemiskinan.

Program PNPM-Mandiri yang diluncurkan oleh Presideh pada
tanggal 30 april 2007 di Kota Palu-Sulawesi Tengaisungguhnya merupakan
salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat ggmangan kemiskinan
secara efektif dan perluasan kesempatan kerja unédahsolidasi program-
program pemberdayaan masyarakat yang ada dibetktamganterian/lembaga.

Program PNPM Mandiri mempunyai cakupan pembangyaag luas
hingga daerah-daerah terpencil dan terisolir. PNW®aadiri diharapkan dapat
mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam prosesana PNPM mandiri yang
membutuhkan waktu 5-6 tahun, maka PNPM mandiri aldaksanakan
sekurang-kurangnya hingga tahun 2015 sebagaimasaebudkan dalam
Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 tentang Qata Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan pada Jpasght 5 yang
berbunyi Rencana Pembangunan Jangka Menengah gtamjugnya disingkat
RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode &) @ahun.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) didan
Perkotaan adalah merujuk pada Dasar Hukum PNPM Masdbagaimana
ditetapkan dalam pedoman Umum PNPM Mandiri, Peaatiresiden Nomor
13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan iskeman. PNPM
Mandiri sendiri sebagai program penanggulangan d$dman lebih
mengutamakan pada peningkatan pendapatan masydeskgtn mendudukkan
masyarakat sebagai pelaku utamanya melalui pasisi@ktif. Melalui
partisipasi aktif ini dari masyarakat miskin sebakelompok sasaran tidak
hanya berkedudukan menjadi obyek program, tetapi fserta menentukan
program yang paling cocok bagi mereka. Mereka meskan, menjalankan,
dan mengevaluasi hasil dari pelaksanaan prograsertdiri.

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Samarinda telah ksalaakan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandirkd®a@an sejak tahun
2007 termasuk di Kelurahan Karang Mumus Kecamatana®inda Kota Kota
Samarinda yang dalam pelaksanaannya berdasarkaekdRIDAYA yaitu
Aspek Sosial, Aspek Ekonomi dan Aspek Lingkungamgyali dalamnya
bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di wilgyadikotaan.
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Khusus dibidang aspek ekonomi di dalam PNPM Marikrikotaan itu
sendiri merupakan program yang ditujukan kepadayamakat miskin melalui
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dimana progragidtannya ada dua
yaitu pertama ekonomi bergulir / pinjaman berguikatakan bergulir karena
dana untuk pinjaman ini terbatas. Karenanya, peiarbgyinjaman oleh Unit
Pengelola Keuangan (UPK) kepada Kelompok Swadayaydtakat (KSM)
diberikan bergantian sesuai dengan ketersediaaa. d®@embayaran kembali
pinjaman merupakan syarat utama keberlangsungaaygmen pinjaman.
Kedua, ekonomi produktif yaitu kegiatan pemberdaydmerupa pelatihan
keterampilan kepada Kelompok Swadaya MasyarakatM(K3/1anfaat dari
pelatihan tersebut dapat memberikan penghasilaméamgkatkan taraf hidup
masyarakat miskin.

Dalam implementasinya PNPM Mandiri pada bidang ekuimrmenuntut
partisipasi dan kesadaran masyarakat atau pihak #&8Man ikut serta dalam
berbagai kegiatan pelatihan keterampilan dan bggtamgjawab dalam
mengembalikan pinjaman dana bergulir yang telanngimkan oleh Unit
Pengelola Keuangan (UPK) kepada pihak KSM untukriigan sebagai modal
kegiatan usaha yang jangka pengembalian angsuraseti@ bulan. Oleh
karena itu, bila dalam suatu kelurahan tidak adgmytsipasi dalam mengikuti
pelatihan keterampilan dan tanggungjawab masyadaim mengembalikan
pinjaman bergulir dipastikan program PNPM Mandiarkdtaan khususnya
dibidang aspek ekonomi tidak akan berjalan dengaa b

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Kelurahanakg Mumus,
peneliti menemukan beberapa permasalahan yang itaerkadengan
pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan MasygRIK&M) Mandiri
Perkotaan dari Aspek Ekonomi. Hal itu diidentifikdari sering terlambatnya
sebagian KSM dalam kegiatan dana bergulir mengamgsjaman serta tidak
adanya pengembalian pinjaman yang telah diberikalmingga membuat
macetnya kegiatan pinjaman dana bergulir di KelamaKarang Mumus dan
ada sebagian KSM Ekonomi yang tidak ikut berpgdisi dikarenakan
pekerjaan diluar yang tidak memungkinkan untuk tisgpartisipasi sehingga
pemberdayaan dibidang ekonomi produktif menjadikichenyeluruh.

Berkaitan dengan permasalahan yang telah diuraikaatas, maka
penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengefiEnjauan tentang
Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan MaslydRIKRM) Mandiri
Perkotaan dari Aspek Ekonomi di Kelurahan Karangnids Kecamatan
Samarinda Kota Kota Samarinda”.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Program-program Ekonomi daBRM Mandiri
Perkotaan di Kelurahan Karang Mumus Kecamatan SadzaKota Kota
Samarinda?
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2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam neiakan Program-
program Ekonomi pada PNPM Mandiri Perkotaan di katan Karang
Mumus Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda?

Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui pelaksanaan program-program ekormaiam PNPM
Mandiri Perkotaan di Kelurahan Karang Mumus Kecam&amarinda Kota
Kota Samarinda.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam mafedsan program-
program ekonomi pada PNPM Mandiri Perkotaan di Kaan Karang
Mumus Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda.

Kegunaaan Penelitian

1. Secara Teoritis, sebagai bahan untuk menambah, emdalam dan
mengembangkan pengamatan penulis serta sebagdianlatdalam
menuangkan hasil pemikiran dari peneliti sesuai gden ketentuan
penulisan Karya Ilimiah di Universitas Mulawarmaertd dalam penelitian
ini dapat memberikan kontribusi bagi pengetahunsisnya pengetahuan
yang terkait dengan Pelaksanaan Program Nasionahbétdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dari Aspek Ekon

2. Secara Praktis, untuk menerapkan ilmu pengetahaag geneliti peroleh
selama di bangku perkuliahan pada Fakultas llmuaSdan lImu Politik
terutama mengenai pembuatan karya ilmiah.

Kerangka Dasar Teori
Kebijakan Publik

Friedrick (dalam islamy 2007: 17) “kebijakan adalabrangkaian
tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atamepetah dalam suatu
lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatarbhtan dan
kesepakatan-kesepakatan terhadap pelaksanaan kehigkan tersebut dalam
rangka mencapai tujuan tertentu.

Lasswell dan Kaplan (dalam islamy 2007: 15) “keéfaja adalah suatu
program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan prakiesktek yang terarah”.

Kemiskinan

Ritonga (2003: 1) mendefinisikan bahwa “kemiskiredalah kondisi
kehidupan yang serba kekurangan yang dialami sgoaseu rumah tangga
sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal gtang layak bagi
kehidupannya”.

Pendapat lain menurut Salim (dalam Suyanto dan dfiar@005: 1)
mendefinisikan “kemiskinan sebagai kurangnya peatdap untuk memenuhi
kebutuhan hidup yang pokok”.
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Pemberdayaan Masyarakat
Menurut Suhendra (2006: 74) “pemberdayaan adalaltu skegiatan

yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergisdon@mg keterlibatan
semua potensi yang ada secara evolutif, dengariikatan semua potensi”.

Sulistiyani  (2004: 79) juga memberikan pengertianahviea
“pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daymuleara mendorong,
memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan poyang dimiliki serta
berupaya untuk mengembangkannya”

Partisipasi Masyarakat

Pendapat Slamet (dalam Suryono, 2001: 124) mengataaK'partisipasi
masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagaseitahya masyarakat
dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangudan ikut serta
memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan”

Kemudian Kaho (2003: 127-130) menyimpulkan bahwatippasi
masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang:
1. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan.
2. Partisipasi Dalam Pelaksanaan
3. Partisipasi Dalam Memanfaatkan Hasil
4. Partisipasi Dalam Evaluasi

Pelayanan Publik

Kurniawan (dalam Pasalong 2008: 128) mengatakaw®aelayanan
publik adalah pemberian layanan (melayani) keparlwaang lain atau
masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasesuai dengan
aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Menurut Moenir (2008: 12) “timbulnya pelayanan darang lain
kepada seseorang, yang orang lain itu tidak kepgeni langsung atas sesuatu
yang dilakukannya, merupakan suatu hal yang pekajidersendiri dari segi
kemanusiaan”.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mhn
Berdasarkan (Pedoman Umum Program Nasional Pemjaamla

Masyarakat (PNPM) Mandiri 2007:11PNPM Mandiri adalah program

nasional pengentasan kemiskinan terutama yang derb@emberdayaan

ma\syarakat. Pengertian PNPM Mandiri yang terkagdaiagai berikut.

1. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujuchkgka kebijakan
sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program patearggn kemiskinan
berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandirksditeekan melalui
harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekardsmeprosedur
program, penyediaan pendampingan, dan pendanaamulati untuk
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mendorong prakarsa dan inovasi masayarakat dalayaygenanggulangan
kemiskinan yang berkesinambungan.

2. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meiptaeningkatkan
kapasitas masyarakat, baik secara individu mauperkelmmpok, dalam
memecahkan berbagai persoalan terkait upaya petargkualitas hidup,
kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaayarakat memerlukan
keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pertadri daerah serta
berbagai pihak untuk memberikan kesempatan danamémjkeberlanjutan
berbagai hasil yang dicapai.

Kategori Program

Berdasarkan (Pedoman Umum Program Nasional Penyaemla

Masyarakat (PNPM) Mandiri 2007:17) Program Nasiof@mberdayaan

Masyarakat (PNPM) Mandiri sebagai program penaragméan kemiskinan

yang berbasis pemberdayaan masyarakat terdiri2deategori yakni sebagai

berikut :

1. PNPM Inti yaitu program atau kegiatan pemberdayaasyarakat berbasis
kewilayahan ada 4 (empat) program pokok PNPM Mangang
dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu:

1)

2)

3)

PNPM Mandiri Perdesaan, merupakan salah satu nsskanprogram
pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Matadam upaya
mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluassempatan
kerja di wilayah perdesaan. Program ini dilakukantuld lebih

mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, ketsmdn dan
kemandirian masyarakat di perdesaan. PNPM Mandirdézaan ini
menjadi bagian tak terpisahkan dari PNPM Mandirin deelah

dilaksanakan sejak 1998 melalui Program PengembaKgaamatan
(PPK).

PNPM Mandiri Perkotaan, merupakan salah satu msksniprogram
pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Matadam upaya
mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluassempatan
kerja di wilayah perkotaan. Program ini dilakukamtuk lebih

mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, ketsmdn dan
kemandirian masyarakat di perkotaan. PNPM Mandaik&aan ini

menjadi bagian yang tak terpisahkan dari PNPM Mandian

dilaksanakan sejak 1999 sebagai Program Penangamdtemiskinan
di Perkotaan (P2KP) yaitu suatu upaya pemerintabkumembangun
kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalananggulangi
kemiskinan di perkotaan secara berkelanjutan.

PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan, merupakanaltsalsatu
mekanisme program pemberdayaan masyarakat yangatign untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa meklbaikan akses
masyarakat miskin terhadap pelayanan infrastruddsar perdesaan.
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4) PNPM Mandiri DTK (Daerah Tertinggal dan Khusus) rapakan salah

satu mekanisme program pemberdayaan masyarakatbgaagal dari
program P2DTK (Program Percepatan Pembangunan D@eréinggal
dan Khusus) yang bertujuan untuk membantu Pembribéerah dalam
mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sosial ekoma®erah
tertinggal dan khusus. PNPM Daerah Tertinggal damudgs ini
diberikan pada daerah-daerah tertinggal yang mangatonflik sosial
dan bencana alam.

2. PNPM Penguatan vyaitu program-program pemberdayaasyarakat
berbasis sektoral, kewilayahan, serta khusus untulendukung
penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaannydttpeiecapaian target
tertentu.

Prinsip — Prinsip PNPM Mandiri

Berdasarkan (Pedoman Umum Program Nasional Pemjaama

Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan 2009: 8). Dalpelaksanaannya
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)diMaRerkotaan
berdasarkan prinsip-prinsip dasar, antara lain:

CoNoGhrRWNE

Bertumpu pada pembangunan manusia
Berorientasi pada masyarakat miskin
Partisipasi

Otonomi

Desentralisasi

Kesetaraan dan Kesamaan Gender
Demokratis

Transparansi dan Akuntabel

Prioritas

10.Kolaborasi
11.Keberlanjutan
12.Kesederhanaan

Dalam pelaksanaannya Program Nasional Pemberdayaagarakat

(PNPM) Mandiri Perkotaan di Kelurahan Karang Mum#&camatan
Samarinda Kota Kota Samarinda berdasarkan konseéayaryaitu:

1.

Aspek Sosial bertujuan meningkatkan modal sosiar agrcipta

masyarakat efektif meliputi :

1) Memberikan santunan beasiswa kepada anak sekoladn tidak
mampu.

2) Memberikan santunan cacat, santunan untuk janda/dan
santunan lansia/jompo kepada masyarakat yang takpu di
kelurahan tersebut.
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2. Aspek Ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkarakaps ekonomi
agar tercipta masyarakat lokal yang produktif melip

1) Mengadakan pelatihan untuk masyarakat diantaraeyerdmpilan
komputer, menjahit, pembuatan kue dan berbagai tilpata
keterampilan lainnya.

2) Mengadakan dana bergulir untuk mengembangkan leegiat
ekonomi masyarakat miskin yaitu memberikan pinjanmodal
usaha kepada masyarakat tidak mampu untuk dijaddabagai
modal usaha.

3. Aspek Lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkaapasitas
pembangunan agar tercipta lingkungan yang lestelipoti : Perbaikan
infrastruktur kelurahan diantaranya, Perbaikan njalgang rusak,
semenisasi gang, pembuatan parit, dan perbaikdratam

Definisi Konsepsional

Definisi Konsepsional merupakan tahapan memberikaatasan

mengenai suatu istilah yang diperlukan dalam peaelini. Sesuai dengan
judul penelitian skripsi ini maka definisi konsemsal dari penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1.

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Maslyai@kéePM)

Mandiri Perkotaan adalah suatu pelaksanaan prograsional berbasis
pemberdayaan masyarakat dalam upaya memberikaryapata kepada
masyarakat miskin dengan mempercepat penangguldegaiskinan yang
memungkinkan seluruh potensi masyarakat untuk besipasi aktif dalam
setiap proses pembangunan sehingga tercipta peatamgkualitas hidup,
kemandirian dan kesejahteraan di wilayah perkoseaara berkelanjutan.

. Aspek Ekonomi dalam PNPM Mandiri adalah salah dadégian dari

pelaksanaan aspek tridaya yang program pemberdaymameliputi
ekonomi bergulir dan ekonomi produktif dengan tojustuk menciptakan
lapangan kerja dan mengembangkan potensi yangiklisehingga tercipta
masyarakat lokal yang produktif.

Metode Penelitian
Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitiamdalah jenis penelitian

deskriptif kualitatif.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah tekledi wilayah

Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kottg Bamarinda.

Fokus Penelitian
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1. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di bidang askekomi.
2. Tahapan-tahapan di bidang aspek ekonomi dalamgrose

a. Pinjaman Dana Bergulir.
b. Kegiatan Ekonomi Produktif (Pelatihan Keterampilan)
3. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam mengikuti:
a. Kegiatan Pinjaman Bergulir.
b. Kegiatan Ekonomi Produktif (pelatihan keterampilan)
4. Faktor penghambat dalam pelaksanaan PNPM MandikoR&an dari
Aspek Ekonomi.

Sumber Data
1. Data primer :
a. Data hasil wawancara
b. Data dokumentasi penelitian, berupa foto-fotpelaksanaan
penelitian.
2. Data sekunder :

Monografi atau profil Kelurahan Karang MumustuBtur organisasi
Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), buku-bukuopeth PNPM
Mandiri Perkotaan dan buku-buku referensi yangdeatl di perpustakaan
Dalam penelitian ini penelitian narasumber dilakukaelaluiTeknik purposive
sampling. Orang yang menjadkey informan yakni Sekretaris Lembaga
Keswadayaan Masyarakat (LKM) Al-Huda. Sedangkargyaenjadinforman,
Fasilitator Kelurahan (Faskel), Unit Pengelola Kegen (UPK), dan 15 orang
masyarakat miskin penerima manfaat di sekitar kdlan Karang Mumus.

Teknik Pengumpulan Data
1. Penelitian kepustakaahibrary research)
2. Penelitian lapangari{eld work research)
a. Observasi
b. Wawancara
c. Studi Dokumen dan Dokumentasi

Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelinaadalah analisis data
model interaktif yang dikemukakan oleh Miles darbeltman(1992: 15-20)
1. Pengumpulan data
2. Penyederhanaan dafaaa Reduction)
3. Penyajian datal{ata Display)
4. Penarikan kesimpulai©onclution Drawing)

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan MasyaitakéPNPM)
Mandiri Perkotaan dari Aspek Ekonomi
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Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di kdlan Karang

Mumus, Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaagah&at (PNPM)
Mandiri Perkotaan dari Aspek Ekonomi di Kelurahaar&g Mumus terlebih

dahulu diadakan sosialisasi kepada masyarakat, dkamunasyarakat diminta
untuk menjadi relawan dalam pendataan warga mdisekitarnya kemudian
dibentuk kelembagaan dimasyarakat, yang disebugateh KM, salah satu

gugus LKM yaitu UPK yang bertugas mengelola kegiagkonomi. Jenis

kegiatan ekonomi yang di usulkan oleh masyarakkéldirahan karang mumus
terdiri dari Pinjaman Dana Bergulir dan Kegiatarofmi Produktif (Pelatihan
Keterampilan). Kegiatan pinjaman bergulir dan ple&at keterampilan akan
diberikan kepada masayarakat setelah masyarakabemtak kelompok yang
disebut dengan Kelompok Swadaya Masyarakat dengggota minimal 5

orang dan maksimal 15 orang dan didalam kelompslelbeit minimal 30% nya
adalah wanita.

Tahapan-Tahapan dibidang Ekonomi
a. Pinjaman Dana Bergulir

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kKatan Karang
Mumus ada beberapa tahapan-tahapan dalam pelapanaperian pinjaman
dana bergulir yaitu Tahap Pengajuan Pinjaman, T&m®aperiksaan Pinjaman,
Tahap Putusan (Persetujuan/Penolakan) PinjamargpTRlealisasi/Pencairan
Pinjaman, Tahap Pembinaan Pinjaman, dan Tahap Ranaba Kembali
Pinjaman. Tahapan-tahapan tersebut sudah dijaladésagan cukup baik, hal
ini dilihat dalam hal pelayanan yang diberikan ofghak UPK yang sudah
dilaksanakan sesuai dengan proses atau tahapaatalyang dilalui dalam
rangka memberikan pelayanan kepada massyarakat yaeiaksanaan
pemberian pinjaman dana bergulir. Persyaratan memirtukup membawa
fotocopy KK dan KTP serta mengisi blanko yang talisdediakan, sudah bisa
mendapatkan pinjaman tentunya dengan syarat yé#aiy deajukan oleh UPK
pada saat proses peminjaman. Pelayanan yang diberleh UPK dalam hal
pemberian pinjaman bergulir kepada masyarakat miskiemberikan
kesempatan bagi masyarakat untuk membuka usahamiatal yang telah
dipinjamkan dan bisa menambah modal bagi masyangkiag) kekurangan
modal untuk usaha yang sudah berjalan.

b. Kegiatan Ekonomi Produktif (Pelatihan Keterampilan)

Dalam pelaksanaan program pelatihan keterampilaa laeberapa
tahapan yang harus dijalankan. Tahap pertama na&tarmembentuk
kelompok KSM yang sesuai dengan usulan yang diajukamudian KSM
tersebut harus membuat proposal yang diberikanfe€, lemudian UPK akan
berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait agemberikan pelatihan
kepada masyarakat. Pihak-pihak tersebut adalah [Fdnbaga Pelatihan
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Khusus) untuk pelatihan mengemudi, tempat untukakagy menjahit lengkap
dengan mesin jahit, dan tempat untuk kegiatan makiaagkap dengan bahan

dan alat memasak yang masing-masing sudah menyiggajar, kemudian
tahapan selanjutnya yaitu pendanaan hingga pelaasdmgiatan.

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pinjean Dana Bergulir
dan Ekonomi Produktif (Pelatihan Keterampilan).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahuiigpasi masyarakat
Kelurahan Karang Mumus dalam pelaksanaan PNPM MarBrkotaan
dibidang aspek ekonomi cukup baik hal ini dilihadp saat sosialisasi dan
proses penetapan usulan hingga pada saat pelaksatea®an jumlah
peminjam dana bergulir dan peserta pelatihan kefgtan cukup banyak. Hal
ini memberikan awal yang sangat baik dalam prossakpanaan program
PNPM-MP melihat masyarakat sangat mendukung dendiadakannya
program yang berguna bagi masyarakat miskin itwigetWalaupun selama
pemberdayaan ada sebagian dari masyarakat yangg jdwadir disebabkan
waktu yang diadakan untuk pertemuan ataupun pelaksa kegiatan
berbenturan dengan kegiatan dan pekerjaan merekamhbal tersebut tidak
mengurangi antusias masyarakat untuk mengikutirprogersebut .

Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Program NasibrRemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dari Aspek Ekomi.

Dari hasil pengamatan dan wawancara yang penulsatkan di
lapangan bahwa yang menjadi faktor penghambat dp&aksanaan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandirkd®aan dari Aspek
Ekonomi yaitu pada program pinjaman bergulir yadghk berjalan dengan baik
atau macet disebabkan adanya sebagian dari masyak@ng kurang
bertanggung jawab dan kurangnya kesadaran masyarakaam
mengembalikan pinjaman bergulir tersebut ataupumlandat dalam
mengembalikan dana bergulir. Sebagian masyarakahdggapan bahwa dana
bergulir adalah dana hibah sehingga menurut sebagasyarakat tersebut
dana itu tidak perlu dikembalikan lagi padahal li@dor kelurahan sudah
mengadakan sosialisasi awal serta penjelasan sminjpman oleh UPK
sehingga dana bergulir yang akan dipinjamkan ke K®kgrikutnya menjadi
terhambat.

Selain itu adapun hambatan yang ditemui dibidandatipan
keterampilan yaitu adanya sebagian masyarakat frdak ikut berpartisipasi
dalam proses pelaksanaan kegiatan disebabkan jadal pelaksanaan
kegiatan yang telah ditentukan dan disepakati tel&@a waktu, yaitu
berbenturan dengan waktu bekerja dan kegiatan medekluar sehingga
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pelayanan dari diadakannya pelatihan kepada waggaripma manfaat tidak
menyeluruh.

Penutup
Dalam Pelaksanaan Program Nasional PemberdayaaryaMkat
(PNPM) Mandiri Perkotaan dari Aspek Ekonomi di kalian Karang Mumus

dibentuk organisasi pelaksana yang terdiri darimhaga Keswadayaan
Masyarakat (LKM), Unit Pengelola Keuangan (UPK),ldfepok Swadaya
Masyarakat (KSM). Organisasi Pelaksana tersebutalsuthelaksanakan
tugasnya dengan optimal, hal ini terlihat dari isgvési masyarakat pada aspek
ekonomi dimulai dari proses awal sosialisasi hinggmpai pada pelaksanaan
kegiatan. Pelaksanaan dibidang ekonomi kegiatanmsiguti Pinjaman Dana
Bergulir dan Ekonomi Produktif (Pelatihan Keteralap) hal ini sudah sesuai
dengan usulan dari masyarakat di Kelurahan Karamgiys.

Tahapan-tahapan dibidang Aspek Ekonomi dalam Proses
a. Pinjaman Dana Bergulir

Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pinjaman dangulibecukup
sederhana sehingga banyak dari masyarakat miskiy yaembentuk
kelompok agar bisa meminjam dana tersebut untukaimeghha yang akan
dijalankan dan modal untuk usaha yang sudah beyrjalalam hal ini
tahapan-tahapan yang dilakukan sudah berjalan devgja sesuai dengan
pedoman teknis kegiatan pinjaman bergulir. Manfeatg dirasakan oleh
sebagian masyarakat yang telah berhasil memanfadtk@a bergulir salah
satunya adalah masyarakat yang mempunyai usah& dewgan hanya
berjualan makanan ringan untuk anak-anak sekaramgghs mulai
berkembang dengan berjualan kebutuhan rumah tangga.

b. Kegiatan Ekonomi Produktif (Pelatihan Keterampilan)
Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan pal&gberampilan sudah
dilaksanakan dan dikelola dengan maksimal oleh LHAh UPK, mulai
dari pendataan masyarakat miskin, penetapan usyt@mbentukan
kelompok, pendanaan hingga pada tahap pelaksarianfaat yang
dirasakan oleh masyarakat diantaranya adalah memppekerjaan tetap
sebagai seorang sopir setelah diberikan pelatihangemudi, selain itu
membuka usaha penjahitan setelah mengikuti pefatitenjahit.

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam mengikuti &&mn Dana Bergulir
dan Pelatihan Keterampilan. Dalam pelaksanaan amogkonomi yang terdiri
dari dana bergulir dan pelatihan keterampilan, kintungkat partisipasi
masyarakat cukup baik hal ini dilihat dari ketealidn masyarakat yang hadir
saat sosialisasi, saat proses penetapan usulagahsagt pelaksanaan kegiatan
dengan jumlah yang cukup banyak namun seiring laenga kegiatan tersebut
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ada sebagian dari masyarakat yang tidak ikut besgeasi dikarenakan waktu
pelaksanaan kegiatan yang berbenturan dengan gakesghari-hari namun hal
ini tidak mengurangi antusias masyarakat terhadagram yang dijalankan
oleh pemerintah.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan PNPM MandikoR&an dari
Aspek Ekonomi terdapat pada kegiatan pinjaman demgulir yaitu adanya
sebagian KSM Ekonomi yang terlambat dalam mengangkan tidak
mengembalikan dana bergulir yang telah dipinjamngg/a menghambat KSM
Ekonomi lainnya untuk melakukan pinjaman dalam m@lenkan usaha mereka,
sehingga untuk pemberdayaan dibidang ekonomi kergalpat dikatakan
kurang efektif, adapun faktor penghambat dibidakgnemi produktif yaitu
ada sebagian KSM Ekonomi yang tidak ikut berpadisi dikarenakan
pekerjaan dan kegiatan diluar yang tidak memungiinkuntuk bisa
berpartisipasi sehingga pemberdayaan dibidang ekionaroduktif tidak
menyeluruh.

Setelah melalui beberapa macam tahap-tahap panelidalam
Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan MaslydRIKRM) Mandiri
Perkotaan dari Aspek Ekonomi di Kelurahan Karangnms Kecamatan
Samarinda Kota Kota Samarinda, maka penulis mekdrerisaran-saran
kepada beberapa pihak yang terkait dengan peneiitiaadapun saran yang
penulis perlu kemukakan adalah sebagai berikut:

Seyogyanya penjelasan yang diberikan oleh UPK hhemar-benar
jelas dan dimengerti dan selalu diingatkan 2 atabaB sebelum tanggal
pengangsuran serta sebaiknya dilakukan pengawasdamas proses
peminjaman agar masyarakat memiliki kesadaran daenjadi lebih
bertanggung jawab dalam mengembalikan pinjaman.

Bagi anggota KSM yang terlambat mengangsur sebaildigerikan
peneguran secara kekeluargaan oleh Ketua RT dan njilsih terlambat
diberikan surat peringatan dan sanksi yang tegksi ydilaporkan ke Badan
Pembina Masyarakat (Babinmas) yang ada disetiapdtedn agar masyarakat
bisa lebih bertanggungjawab atas pinjaman yany thlzerikan.

Seyogyanya jadwal-jadwal kegiatan PNPM Mandiri B&én
khususnya di bidang ekonomi produktif disesuaikangén pekerjaan sehari-
hari masyarakat agar tidak terjadinya benturan wakhingga pelatihan yang
diberikan menjadi menyeluruh.

Sebaiknya Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Fesilitator
Kelurahan dalam upaya pemberdayaan dibidang patatieterampilan selalu
mengajak masyarakatnya untuk ikut berpartisipasitif alagar hasil
pembangunan dapat berjalan dengan baik.
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